
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.94, 2008 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Deforestasi. 
Degradasi. Emisi Karbon. Pengurangan. 

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN 

Nomor: P.68/Menhut-II/2008 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN DEMONSTRATION ACTIVITIES PENGURANGAN 
EMISI KARBON DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN, 

Menimbang :  a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan para pihak Konvensi 
Perubahan Iklim ketigabelas di Bali, Indonesia telah 
menetapkan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dari 
deforestasi dan degradasi hutan; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk 
menyelenggarakan demonstration activities pengurangan emisi 
karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan; 

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

  2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
United Nations Framework Convention on Climate Change 
(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa 
Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3557); 

  3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699); 

  4. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);  

  5.  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

  6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan 
Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention 
On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka 
Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Perubahan Iklim) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia Nomor 
4403); 

  7. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 
Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725);  

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4452); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4452);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

11. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional 
Perubahan Iklim; 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2004 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, 
sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir 
dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008. 

       MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
PENYELENGGARAAN DEMONSTRATION ACTIVITIES 
PENGURANGAN EMISI KARBON DARI DEFORESTASI 
DAN DEGRADASI HUTAN.  

BAB I 

PENGERTIAN 

Pasal 1  

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan 
degradasi hutan adalah pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi 
dan institusi pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang berupaya untuk 
mengurangi emisi karbon.  

2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber-daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.  

3. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak 
atas tanah. 
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